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Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-
2016 tanggal 18 Januari 2016, telah memberikan kuasa kepada Anggota
Komisi III DPR RI yaitu : H. Bambang Soesatyo, SE., MBA. (No. Anggota
227) ; Trimedya Panjaitan, SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi
Mahesa, SH., MH. (No. Anggota A-376) ; DR. Benny Kabur Harman, SH.,
MH. (No. Anggota A-444) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) ; DR.
Junimart Girsang, SH., MH. (No. Anggota A-128) ; DR. H. M. Aziz
Syamsuddin, SH., MH. (No. Anggota A-248) ; Ir. Sufmi Dasco Ahmad (No.
Anggota A-377) ; Didik Mukrianto, SH. (No. Anggota A-437) ; Muslim Ayub,
SH. (No. Anggota A-458) ; H. Abdul Kadir Karding, M.Si. (No. Anggota A-55) ;
H. Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-119) ; H. Arsul Sani, SH., M.Si. (No.
Anggota A-528) ; Drs. Taufiqulhadi, M.Si. (No. Anggota A-19) ; H. Sarifuddin
Sudding, SH., MH. (No. Anggota A-559), dalam hal ini baik secara bersama-
sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut ------------

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia (MK) perihal permohonan pengujian materiil Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU



HAP) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD Tahun 1945) yang diajukan oleh:

Ir. Emir Moeis, M.Sc. yang dikuasakan kepada Prof. Dr. Yusril Thza
Mahendra , SH., MS.c, dan kawan-kawan Advokat pada Thza & Ihza Law
Firm, selanjutnya disebut sebagai------------------———= oo Pemohon.

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan
pengujian materill UU HAP terhadap UUD Tahun 1945 dalam perkara
nomor 74 /PUU-XV /2017 sebagai berikut:

A. KETENTUAN UU HAP YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP
UUD TAHUN 1945

Bahwa Pemohon perkara a quo mengajukan pengujian Pasal 162
ayat (1) dan ayat (2) UU HAP Terhadap UUD Tahun 1945 yang
berketentuan sebagai berikut:

Pasal 162 Ayat (1) UU HAP :
“‘Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal
dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau
tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya
atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara,
maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan”

Pasal 162 Ayat (2) UU HAP :
“‘Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah,
maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di
bawah sumpah yang diucapkan di sidang.”

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP
PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL 162
AYAT (1) DAN AYAT (2) UU HAP.

Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa hak
konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya
ketentuan pasal-pasal a quo sebagaimana dikemukakan dalam
permohonannya yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2014, Pemohon telah didakwa JPU pada KPK di
Pengadilan Tipikor Jakarta dalam dakwaan menerima suap. Bahwa
dalam persidangan keterangan salah satu saksi dari JPU dibacakan
di persidangan oleh JPU. Walaupun mendapatkan pernyataan
keberatan oleh penasehat hukum, namun hakim mempersilahkan
JPU membacakan keterangan saksi yang dibacakan JPU berdasarkan
norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU HAP.

(Vide perbaikan permohonan halaman 5-6)



2.

Bahwa Pemohon menganggap norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2)
bertentangan dengan norma Pasal 165 UU HAP yang memberikan
kesempatan Majelis Hakim dan JPU untuk mengajukan pertanyaan-
pertanyaan, untuk mendapatkan kebenaran. Norma tersebut
membuka peluang ketidak adilan dan mengabaikan “due process of
law’ Pemohon untuk memperoleh adanya kepastian hukum yang adil
sebagaimana diatur dalam norma Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat
(1) UUD Tahun 1945.

(Vide perbaikan permohonan halaman 5-11).

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa

pasal-pasal dalam Undang-Undang a quo dianggap bertentangan dengan
UUD Tahun 1945 sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (3)
“Negara Indonesia adalah Negara hukum.”

Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum.”

Bahwa berdasarkan sejumlah alasan tersebut, Pemohon dalam

petitumnya memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 162 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau
“KUHAP ” (LN Tahun 1981 Nomor 76, TLN Nomor 3209)
bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Atau setidak-tidaknya:

. Menyatakan Pasal 162 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau
“KUHAP ” (LN Tahun 1981 Nomor 76, TLN Nomor 3209)
bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
secara bersyarat, kecuali dimaknai bahwa keterangan saksi
sebagaimana diatur dalam norma Pasal 161 ayat (1) dan (2) itu
dikuatkan dan/atau terdapat kesesuaian dengan keterangan saksi
lain dibawah sunpah yang diucapkan dalam persidangan.

. Memerintahkan Pemuatan putusan ini dalam Berita Negara
Republik Indonesia sebagaimana mestinya.



C. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil pemohon sebagaimana diuraikan dalam
permohonan yang diajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu
menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) dapat
dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak
telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011
tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU tentang
Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa “Pemohon adalah
pthak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:

a. Perorangan warga Negara Indonesia;

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c. Badan hukum publik atau privat; atau

d. Lembaga Negara.”

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud
ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas penjelasannya bahwa
“yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang
diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945”. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan bahwa hak-hak
yang secara eksplisit diatur di dalam UUD Tahun 1945 saja yang
termasuk “hak konstitusional’. Oleh karena itu menurut Undang-
Undang Mahkamah Konstitusi agar seseorang atau suatu pihak dapat
diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal
standing) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap
UUD Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan
membuktikan:

a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud
dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) dianggap telah dirugikan oleh
berlakunya Undang-undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah
Konstitusi telah memberikan pengertian pengertian dan batasan
tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu
undang-undang harus memenuhi S5 (lima) syarat (vide putusan
Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan perkara Nomor 011/PUU-
V/2007) yaitu sebagai berikut:



a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD Tahun 1945;

b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon
tersebut Pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah
dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;

c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik/khusus dan aktual atau
setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran wajar
dapat dipastikan akan terjadi;

d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian
dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan
maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang
didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Jika kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon
dalam perkara pengujian undang-undang a quo, maka Pemohon tidak
memiliki kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) sebagai
Pemohon. Menanggapi permohonan Pemohon a quo, DPR RI
berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih
dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak
dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya
ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam
mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya
ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Menanggapi permohonan Pemohon a quo, DPR RI
berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih
dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak
dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya
ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam
mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya
ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Berdasarkan uraian tersebut, terhadap kedudukan hukum
(legal standing) Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada
Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk
mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki
kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan
Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan
Putusan perkara Nomor O011/PUU-V/2007 mengenai parameter
kerugian konstitusional.



2. PENGUJIAN UU HAP TERHADAP UUD TAHUN 1945.
a) Pandangan Umum

1) Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 menegaskan bahwa
Indonesia adalah negara hukum, artinya bahwa negara dan
pemerintah dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan
tentu harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-
undangan. Bahwa jika dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD
Tahun 1945, maka undang-undang merupakan hukum yang
harus dijunjung tinggi dan dipatuhi dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara. Gagasan negara hukum yang dianut UUD Tahun
1945 ini menegaskan adanya pengakuan normatif dan empirik
akan prinsip supremasi hukum (Supremacy of Law) yaitu bahwa
undang-undang sebagai landasan yuridis dalam menyelesaikan
permasalahan bangsa dan negara.

2) Bahwa negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD
Tahun 1945, artinya hukum pidana menjadi instrumen negara
yang bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang
sejahtera, aman, tenteram dan tertib. Sehubungan dengan hal
tersebut, menurut Frederich Julius Stahl, ada tiga ciri Negara
hukum. Pertama, perlindungan hak asasi manusia. Kedua,
pembagian kekuasaaan. Ketiga, pemerintahan berdasarkan
undang-undang dasar.

3) Bahwa pemberlakuan KUHP dan UU HAP merupakan bentuk
tanggung jawab Negara untuk memenuhi dan melindungi hak
asasi manusia. Oleh karenanya dalam konteks hukum pidana,
sebagai pengejawantahan perlindungan hak asasi manusia dan
supremasi hukum, Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan secara
tegas “tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas
kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum
perbuatan tersebut dilakukan”. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP
dalam intepretasi doktrinal dikenal dengan asas legalitas. Bahwa
salah satu prinsip yang paling mendasar dalam hukum pidana
ini adalah asas legalitas yang terkandung empat makna. Yang
pertama, adalah nullum crimen nulla poena sine lege praevia
(tidak ada perbuatan tanpa undang-undang yang jelas). Nullum
crimen nulla poena sine lege certa (tidak ada perbuatan pidana
tanpa undang-undang yang jelas). Nullum crimen nulla poena sine
lege scripta (tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang
tertulis). selanjutnya yang terakhir adalah nullum crimen nulla
poena sine lege stricta (tidak ada perbuatan pidana tanpa
undang-undang yang ketat);

4) Bahwa tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari

dan mendapatkan atau setidak-tidakya mendekati kebenaran
materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu
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perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara
pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari
siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu
pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan
putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti
bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang
yang didakwa tersebut dapat dipersalahkan (Andi Hamzah,
1996:7-8).

5) Bahwa untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang
sebenar-benarnya maka dilakukan dengan pembuktian di
pengadilan. Proses pembuktian perkara pidana adalah untuk
mencari tahu benar atau tidaknya telah terjadi peristiwa pidana
dan mencari tahu apakah terdakwa bersalah. Bahwa pembuktian
memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses
pemeriksaan sidang pengadilan karena melalui pembuktian
inilah nasib terdakwa ditentukan dan hanya dengan pembuktian
suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana.
Pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang
mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum,
sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat dan tata cara
mengajukan bukti tersebut, serta kewenangan hakim untuk
menerima, menolah dan menilai suatu pembuktian.

b) Pandangan Terhadap Pokok Permohonan

1) Bahwa ditinjau dari segi nilai kekuatan pembuktian (the degree
of evidence) selain hal-hal yang harus dibuktikan saksi dalam
persidangan, saksi juga harus memenuhi syarat-syarat agar
saksi itu sah yaitu:

a. Saksi harus mengucapkan sumpah dan janji (Pasal 160 ayat
(3) UU HAP );

b. Keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang: ia
lihat sendiri, ia dengar sendiri, ia alami sendiri, menyebutkan
alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 angka 27 UU HAP ).

c. Kesaksian tidak dapat diperoleh dari orang lain (Pasal 185
ayat (2) UU HAP).

d. Keterangan saksi harus diberikan dalam sidang pengadilan
(Pasal 185 ayat (1) UU HAP );

e. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup karena harus
dengan paling sedikit 2 alat bukti (Pasal 185 ayat (2) UU HAP
). Jika alat bukti yang diajukan penuntut umum hanya terdiri
dari seorang saksi tanpa ditambah keterangan saksi lain atau
alat bukti lain, maka kesaksian semacam ini tidak dapat
dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan
kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang
didakwakannya (unus testis nulus testis).

f. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri. Berdasarkan
Pasal 185 ayat (4) UU HAP keterangan beberapa orang saksi
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baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai
kekuatan pembuktian jika keterangan para saksi tersebut
terdapat persesuaian serta saling menguatkan tentang
kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu.

2) Pada hakikatnya UU HAP menganut prinsip keharusan
menghadirkan saksi-saksi di persidangan (Pasal 185 ayat (1) UU
HAP ), namun syarat “keterangan saksi sebagai alat bukti adalah
apa yang saksi nyatakan di muka sidang” bukanlah sebuah
keharusan yang tidak dapat ditolerir. UU HAP memberi alternatif
penyelesaian masalah jika pada suatu hal penuntut umum tidak
dapat menghadirkan saksi ke persidangan karena alasan
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 162 ayat (1) UU HAP, oleh
karenanya tidak selamanya saksi harus hadir di persidangan
untuk memberikan keterangannya di persidangan. Jika karena
suatu alasan yang sah saksi berhalangan atau tidak dapat
dihadirkan untuk memberikan keterangan di persidangan maka
keterangan saksi di penyidikan dibaca di muka sidang, dan
keterangan yang dibacakan itu berlaku sebagai alat bukti yang
sah asalkan keterangan itu sebelumnya dilakukan dibawah
sumpah (Pasal 162 ayat (2) UU HAP).

3) Jika keterangan saksi yang disumpah itu dibacakan di
persidangan, maka hakim lah yang akan menafsirkan atau
memberikan penilaian berdasarkan keyakinannya terhadap
keterangan yang dibacakan dan menghubungkan dengan
peristiwa hukum dan keterangan saksi atau bukti lainnya yang
ada di persidangan, untuk kemudian menghubungkannya dengan
hukum yang berlaku. Menurut M.Yahya Harahap (Pembahasan
dan Penerapan UU HAP :2008), kekuatan pembuktian keterangan
saksi sebagai alat bukti yang sah adalah:

a. Mempunyai nilai pembuktian yang bebas.

Pada alat bukti kesaksian “tidak melekat sifat pembuktian
yang sempurna” (volledig bewijskracht), dan juga tidak
melekat di dalamnya sifat kekuatan pembuktian yang
mengikat dan menentukan (beslissende bewijskracht).
Tegasnya alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah
mempunyai nilai kekuatan pembuktian “bebas”. Oleh karena
itu alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah
tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna
dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang
menentukan.

b. Nilai kekuatan pembuktian tergantung pada penilaian
hakim.
Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas
yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan tidak menentukan, sama sekali tidak



4)

5)

6)

mengikat hakim. Hakim bebas untuk menilai
kesempurnaan dan kebenarannya tergantung jika
penilaian hakim untuk mengungkapnya sempurna atau
tidak. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk
menerima kebenaran setiap keterangan saksi. Hakim
bebas menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat
pada keterangan itu. Hakim dapat menyingkirkannya.

Bahwa selain itu juga diatur dalam Pasal 185 ayat (6) UU HAP
juga menuntut kewaspadaan hakim untuk sungguh-sungguh
memperhatikan:

Persesuaian antara keterangan saksi

Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain

Alasan saksi memberikan keterangan tertentu

Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang
pada umumnya dapat mempengaruhi tidaknya keterangan
itu dipercaya.

fao S Q

Bahwa Pemohon mendalilkan keterangan saksi yang diberikan
diatas sumpah pada saat proses penyidikan namun tidak hadir
dalam persidangan sehingga tidak dapat dikonfrontir (Vide
permohonan angka 4 halaman 8). Terhadap hal ini DPR RI
berpandangan bahwa keterangan saksi yang hadir dalam
persidangan serta diangkat sumpah sebelumnya juga tidak
menjamin keterangan saksi tersebut menjadi salah satu bukti
yang menjadi pertimbangan keyakinan hakim. Artinya tidak ada
jaminan keterangan saksi yang telah diangkat sumpah di
persidangan diterima sebagai satu-satunya alat bukti oleh hakim.
Hal tersebut merupakan kebebasan hakim untuk menilai alat
bukti tersebut, kemudian untuk memutus perkara. Dengan
argumentasi tersebut DPR berpandangan norma Pasal 162 ayat
(1) dan ayat (2) UU HAP sepanjang terkait dengan penilaian
terhadap keterangan saksi yang menjadi kewenangan hakim tidak
bertentangan dengan norma pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat
(1) UUD Tahun 1945.

Bahwa Pemohon dalam petitumnya pada angka 3 (Vide perbaikan
permohonan hal 12) meminta agar:

“Menyatakan Pasal 162 ayat (1) dan (2) .... “UU HAP 7 ...
bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
secara bersyarat, kecuali dimaknai bahwa keterangan saksi
sebagaimana diatur dalam norma Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2)
itu dikuatkan dan/atau terdapat kesesuaian dengan keterangan
saksi lain di bawah sumpah yang diucapkan dalam persidangan’.

Terhadap hal ini DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut:



a) Bahwa konstruksi petitum yang dimohonkan oleh Pemohon
tidak jelas, kabur (obscuur), dan tidak berkesesuaian. Pasal
mana yang diminta Pemohon untuk dimaknai secara
bersyarat, Pasal 162 ataukah Pasal 161 UU HAP ? Karena
Pasal 161 mengatur tentang “saksi atau ahli tanpa alasan
yang sah menolak untuk bersumpah dan dengan surat
penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di
tempat rumah tahanan Negara”, bukan mengatur tentang
“keterangan saksi yang dibacakan di persidangan”.

b) Bahwa jika yang dimaksud Pemohon adalah Pasal 162 UU

HAP , maka pemaknaan secara bersyarat yang diminta
Pemohon tersebut tidak diperlukan karena di dalam Pasal
185 ayat (4) UU HAP telah diatur bahwa:
“keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri
tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan
sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi
itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian
rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian
atau keadaan tertentu”.

Berdasarkan Pasal 185 ayat (4) UU HAP tersebut maka sudah
jelas diatur bahwa Keterangan Saksi harus saling
berkesuaian sehingga dapat membenarkan suatu peristiwa
hukum.

7) Bahwa di dalam UU HAP memang tidak mengenal bukti-bukti
elektronik maupun ketentuan tentang prosedur pemeriksaan
saksi lewat saran teknologi informasi (teleconference) karena patut
dimaklumi bahwa dibuatnya UU HAP pada tahun 1981
perkembangan teknologi informasi saat itu belum berkembang
dengan pesat seperti pada masa sekarang. Namun meskipun UU
HAP tidak mengenal bukti elektronik hal ini tidak berarti
bahwa Pasal 162 UU HAP bertentangan dengan UUD Tahun
1945. Jika memang Saksi memberikan keterangan menggunakan
media teleconference maka dapat dianggap telah memenuhi
kriteria Pasal 185 ayat (1) UU HAP bahwa keterangan saksi
adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Hal ini
karena:

ePenggunaan teleconference dalam hal ini telah menyajikan
gambar secara detail dan kualitas suara jelas sehingga
memungkinkan hakim untuk mengetahui secara langsung sorot
muka, maupun bahasa tubuh (gestures) yang ditunjukkan saksi
di persidangan sehingga terkesan hadir dan nyata di
persidangan.

e Sumpah dan janji (Pasal 160 ayat (3) UU HAP ) dapat dilakukan
secara langsung dengan menggunakan media teleconference.
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8)

9)

10)

eSaksi dapat memberikan keterangan suatu peristiwa pidana
yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami senditi
dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Jika hal-hal tersebut telah terpenuhi maka keterangan saksi
melalui teleconference tersebut dapat dijadikan pertimbangan
hakim untuk memberikan putusan atas suatu tindak pidana.
Artinya disini memang dimungkinkan untuk dilakukan dengan
teleconference sepanjang hakim menyetujuinya.

Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban (UU LPSK) juga membuka ruang

kemungkinan untuk saksi memberikan keterangan secara tetulis

maupun melalui teleconference sebagaimana diatur dalam Pasal 9

UU LPSK yang berketentuan:

Pasal 9

(1) Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam
Ancaman yang sangat besar, atas persetuyjuan hakim dapat
memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan
tempat perkara tersebut sedang diperiksa.

(2) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang
disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan
membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang
memuat tentang kesaksian tersebut.

(3) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui
sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang
berwenang.

Ketentuan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap
saksi atau korban, sehingga saksi dapat memberikan keterangan
secara bebas tanpa tekanan baik secara fisik maupun psikis.

Bahwa pemeriksaan saksi melalui teleconference pertama kali
dilakukan pada tahun 2002, saat itu Mahkamah Agung memberi
izin kepada mantan Presiden BJ Habibie memberikan kesaksian
lewat teleconference dari Hamburg Jerman dalam kasus
penyimpangan dana non budgeter Bulog yang pada saat itu baru
pertama dipraktekkan dalam sejarah peradilan Indonesia.
Pelaksanaan keterangan saksi melalui teleconference pada saat
itu merupakan kesadaran dari hakim untuk melakukan
kewajibannya untuk melihat dan menggali perkembangan nilai-
nilai hukum yang ada di masyarakat berkaitan dengan teknologi
informasi di bidang hukum khususnya dalam menghadirkan
saksi di sidang pengadilan pidana melalui teleconference.

Bahwa meskipun teleconference itu penting dan dapat diterima
tetapi tidak semua daerah di Indonesia siap dengan jaringan
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11)

12)

internet, terlebih penggunaan teleconference memerlukan
penggunaan jaringan internet yang berkecepatan tinggi dan
stabil. Daerah-daerah terpencil di Indonesia jaringan internet
belum terhubung dengan baik untuk melakukan teleconference
dengan sempurna. Begitupun halnya dengan frasa “atau sebab
lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara” dalam hal
seseorang menjalankan tugas Negara ke luar negeri. Tidak semua
Negara memiliki perkembangan teknologi maju dan pesat dalam
hal jaringan internet. Contoh kasus teleconference BJ Habibie
yang dilakukan dari konsul Jenderal Indonesia di Hamburg,
Jerman adalah wajar dilakukan karena Jerman adalah Negara
yang sudah maju dan berteknologi internet tinggi. Tetapi
bagaimana jika saksi tersebut menjalankan tugas Negara di
Negara yang belum memiliki jaringan internet yang stabil dan
baik seperti misalnya Uganda, Kenya, Bangladesh, atau Negara
berkembang lainnya. Oleh karena peran itulah Pasal 162 UU HAP
disini menjadi sangat penting dengan membuka kesempatan
untuk membacakan keterangan saksi di persidangan. Pasal 162
UU HAP tidak menghalangi dan tidak mengurangi hak
konstitusional pemohon untuk mencari kebenaran materiil.

Terhadap “keterangan saksi sesudah memberikan keterangan
penyidikan meninggal dunia’, DPR RI memberikan pandangan
bahwa jika keterangan tersebut tidak boleh dibacakan di
persidangan seperti keinginan Pemohon, bagaimana jika
keterangan saksi tersebut memberikan informasi yang sangat
penting terhadap peristiwa pidana yang terjadi? Keterangan
tersebut sangat penting untuk diungkap di persidangan agar
Majelis hakim pemeriksa perkara dapat mengetahui secara jelas
fakta hukum yang terjadi. Hal ini merupakan wewenang dan
kemandirian hakim untuk menilai apakah keterangan saksi
tersebut palsu atau tidak, apakah dapat dipertimbangkan atau
tidak, dan dapat menambah keyakinannya atau tidak dengan
tetap berkoridor pada kewaspadaan hakim untuk memperhatikan
persesuian keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 185
ayat (6) KUHP yang telah dijelaskan oleh DPR RI dalam butir 6¢
diatas. Hakim lah yang akan menafsirkan atau memberikan
penilaian berdasarkan keyakinannya terhadap keterangan yang
dibacakan dan menghubungkan dengan peristiwa hukum dan
keterangan saksi atau bukti lainnya yang ada di persidangan
yang kemudian menghubungkan dengan hukum yang berlaku.

Bahwa hal tersebut tidak ada relevansinya hal ini dengan Pasal
77 UU HAP sebagaimana diuraikan dalam posita Pemohon (Vide
Perbaikan Permohonan hal 10) karena Pasal 77 UU HAP
mengatur mengenai gugurnya penuntutan pidana karena
tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, bukan mengatur
mengenai saksi yang meninggal dunia. Pasal 77 UU HAP yang
didalilkan pemohon tidak dapat dianalogikan dengan pasal 162
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ayat (1) UU HAP, sehingga tidak relevan apabila pasal 77 UU HAP
dijadikan dasar untuk menguji pasal 162 UU HAP.

13) Bahwa Pemohon dalam petitumnya pada angka 2 (Vide perbaikan
permohonan halaman 12) meminta agar:

“..Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;”

Terhadap hal ini, DPR RI memberikan pandangan bahwa untuk
apa Pemohon dalam petitumnya meminta Pasal 162 UU HAP
bertentangan dengan UUD Tahun 1945 jika pada akhirnya
meminta tetap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat? Hal
ini terlihat bahwa konstruksi petitum yang dimohonkan oleh
Pemohon tidak jelas, kabur (obscuur), dan saling tidak
berkesesuaian. Bahwa apa yang dikemukakan dalam petitum
pemohon, tentunya majelis hakim memutus berdasarkan
petitum, tetap memiliki kekuatan hukum mengikat

Demikian keterangan DPR RI kami sampaikan untuk menjadi bahan

pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk
memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara a quo dan dapat memberikan
putusan sebagai berikut:

1.

2.

Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum
(Legal Standing);

Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau
setidak tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak
dapat diterima;

Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan;

Menyatakan Pasal 162 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak
bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menyatakan Pasal 162 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tetap
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat

lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian keterangan tertulis dari DPR RI kami sampaikan sebagai

bahan pertimbangan bagi Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil
keputusan.
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